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Batusangkar, 11 Desember 2023 
Nomor : 092/PM.00.02/K.SB-12/12/2023  

Sifat : Penting 

Lampiran : 1 (satu) lampir 

Hal : Imbauan 
 

Kepada Yth. 

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 

Se-Kabupaten Tanah Datar 

di  

tempat. 
 

Sehubungan dengan telah dimulainya masa Kampanye Presiden dan Wakil 

Presiden, anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD 

kabupaten/Kota, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 

2023 tantang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bersama ini Kami mengimbau dan 

menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

 
a. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum; 

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; 

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang 

Sentra penegakan Hukum Terpadu; 

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum; 
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9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye 

Pemilihan Umum; 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye 

Pemilihan Umum;  

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum; 

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya 

Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum. 

b. Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi: 

Ayat (1) “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan 

sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan DCT anggota DPR, anggota DPD, 

anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota 

DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sampai dengan dimulainya Masa Tenang”; 

dan 

Ayat (2) “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan 

sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang”. 

c. Bahwa ketentuan Pasal 280 ayat (1), (2), dan (4)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang Larangan 

Kampanye berbunyi: 

Ayat (1) “Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: a. mempersoalkan 

dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. 

melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau 

Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun 

masyarakat;  e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan 

kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok 



3 |  B A W A S L U  T A N A H  D A T A R
 

anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau 

menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas 

pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan 

tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta 

Pemilu yang bersangkutan; dan j. Menjaniikan atau memberikan uang atau materi 

lainnya kepada peserta Kampanye pemilu”. 

Ayat (2) “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu 

dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada 

Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah 

Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan 

anggota Badan pemeriksa Keuagan c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi 

gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan 

usaha milik negara/badan usaha milik daerah;  e. pejabat negara bukan anggota partai 

politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil 

negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa;  j. anggota badan permusyawaratan 

desa; dan k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”. 

Ayat (4) “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf 

g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu”. 

d. Bahwa ketentuan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi: 

 “Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau 

memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye 

pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk a. tidak menggunakan hak pilihnya; 

b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu 

sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Pasangan Calon tertentu; d. memilih 

Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau e. memilih calon anggota DPD tertentu, 

dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. 

e. Bahwa ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi: 

“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana 

Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang 

berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil 
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tindakan berupa: a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD 

kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, 

DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih”. 

f. Bahwa ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi: 

Ayat (1) “Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi DPRD 

kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan 

dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara 

Pemilu dan/atau Pemilih”.  

Ayat (2) “Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif 

pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU”. 

Ayat (3) “Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran 

yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”. 

Ayat (4) “Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak menggugurkan sanksi pidana”. 

g. Bahwa ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi: 

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja 

melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, 

huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. 

h. Bahwa ketentuan Pasal 523 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi: 

Ayat (1) “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan 

sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan 

kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana 
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penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.OOO.OOO,OO (dua 

puluh empat juta rupiah)”; 

Ayat (2) “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan 

sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi 

lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta 

rupiah)”; 

Ayat (3) “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan 

atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan 

hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam 

juta rupiah)”. 

i. Bahwa berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan 

terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini Bawaslu Kabupaten 

Tanah Datar mengimbau kepada seluruh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se-

Kabupaten Tanah Datar dan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar 

untuk memperhatikan ketentuan pelaksanaan Kampanye sesuai dengan PKPU 

Nomor 15 Tahun 2023 sebgaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 

2023: 

Pasal 26 

(1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode: 

a. pertemuan terbatas; 

b. pertemuan tatap muka; 

c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; 

d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; 

e. Media Sosial; 

f.  iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring; 

g. rapat umum; 

h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan 

i.  kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) “Metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan 

huruf h difasilitasi oleh KPU, yang dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja 

negara”; 

(3) “Peserta Pemilu dapat melakukan metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d dan huruf f selain yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2)”. 
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Pasal 29 

(1) “Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a”;  

(2) “Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam 

ruangan atau di gedung tertutup, dan/atau pertemuan virtual melalui Media Daring”;  

(3) “Peserta Kampanye Pemilu yang diundang pada pertemuan terbatas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh 

pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:  

a.  3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional;  

b.  2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan  

c. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota”.  

(4) “Undangan kepada peserta Kampanye Pemilu wajib memuat informasi mengenai Hari, 

tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas 

Kampanye Pemilu”. 

Pasal 30  

(1)    “Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan 

tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, 

dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai 

dengan tingkatannya”; 

(2)   “Dalam hal pertemuan terbatas dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) 

kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu 

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia 

tingkat daerah”;  

(3)   “Pemberitahuan tertulis pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan juga salinannya kepada: a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU 

Kabupaten/Kota; dan b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;  

(4)    “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi: a. Hari; b. 

tanggal; c. jam; d. tempat; e. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye 

Pemilu; f. nama pembicara dan tema materi; g. jumlah peserta yang diundang; h. 

penanggung jawab; dan i. tautan”;  

(5)     “Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, 

memasang, dan/atau menyebarkan: a. bendera, tanda gambar, atau atribut Peserta 

Pemilu; dan/atau b. bahan Kampanye Pemilu”; 

(6)   “Peserta Kampanye Pemilu dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa 

atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye 

Pemilu”. 
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Pasal 31 

(1) “Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b secara interaktif”;  

(2) “Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan: a. 

di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; b. di luar ruangan; dan/atau c. 

pertemuan melalui Media Daring”; 

(3) “Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup 

atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan 

ketentuan: a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan b. peserta 

dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan”;  

(4) “Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, 

tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya”;  

(5) “Pertemuan melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat 

dilaksanakan melalui aplikasi pertemuan tatap muka virtual”. 

Pasal 32  

(1)  “Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap muka harus menyampaikan 

pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai 

dengan tingkatannya”;  

(2)    “Dalam hal pertemuan tatap muka dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 

(satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu 

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia 

tingkat daerah”;  

(3)   “Pemberitahuan tertulis pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan juga salinannya kepada: a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU 

Kabupaten/Kota; dan b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;  

(4)    “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi: a. Hari; b. 

tanggal; c. jam; d. tempat; e. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye 

Pemilu; f. jumlah peserta yang diundang; g. nama pembicara; h. tema materi 

Kampanye Pemilu; i. penanggung jawab; dan j. tautan”; 

(5)   “Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap muka dapat memasang alat peraga 

Kampanye Pemilu di halaman gedung atau tempat pertemuan”. 

Pasal 33  

 (1) “Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan Kampanye Pemilu kepada umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c”;  

 (2)  “Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. 

selebaran; b. brosur; c. pamflet; d. poster; e. stiker; f. pakaian; g. penutup kepala; h. 

alat minum/makan; i. kalender; j. kartu nama; k. pin; l. alat tulis; dan/atau m. atribut 

kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;  
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 (3)  “Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebarkan, 

ditempelkan, dan dipasang pada Kampanye Pemilu pertemuan terbatas, pertemuan 

tatap muka, dan/atau rapat umum”;  

(4)  “Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e: a. selebaran, paling besar ukuran 8,25 cm 

(delapan koma dua puluh lima sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter); b. 

brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 

cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter), posisi terlipat 21 cm (dua puluh satu 

sentimeter) x 10 cm (sepuluh sentimeter); c. pamflet, paling besar ukuran 21 cm (dua 

puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter); d. 

poster, paling besar ukuran 40 cm (empat puluh sentimeter) x 60 cm (enam puluh 

sentimeter); dan e. stiker, paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm 

(lima sentimeter)”; 

(5)  “Desain dan materi pada bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu”;  

(6)  “Peserta Pemilu mencetak bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang”; 

(7)  “Setiap bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki 

nilai: a. paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam 

bentuk uang; b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang�undangan yang 

mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau c. yang harganya tetap wajar”. 

j. Memperhatikan ketentuan Kampanye Pemilu berkaitan dengan Pasal 37 tentang 

Kampanye di Media Sosial, Pasal 39 tentang Iklan Kampanye Pemilu, Pasal 46 

berkaitan dengan Rapat Umum, Pasal 62 tentang Kampanye oleh Pejabat Negara;  

k. Memperhatikan Ketentuan Pasal 72 ayat (1), (1a), (1b), ayat (2), ayat (3), ayat (4) 

dan ayat (5), Pasal 72A, Pasal 72B PKPU 20 Tahun 2023 tentang Kampanye di 

Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan. 

l. Memperhatikan ketentuan larangan Kampanye sesuai dengan PKPU Nomor 15 

Tahun 2023 sebgaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023: 

Pasal 69  

“Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan 

Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)”.  

Pasal 70  

(1) “Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat 

ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut: a. tempat ibadah; b. 

rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. tempat pendidikan, meliputi gedung 

dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. gedung atau fasilitas milik 

pemerintah; e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; g. sarana dan prasarana 

publik; dan/atau h. taman dan pepohonan”;  
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(2) “Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 

dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok”. 

Pasal 71  

(1) “Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang 

dipasang pada tempat umum sebagai berikut: a. tempat ibadah; b. rumah sakit atau 

tempat pelayanan kesehatan; c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman 

sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. gedung milik pemerintah; e. fasilitas tertentu milik 

pemerintah; dan f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum”;  

(2) “Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, 

dan/atau tembok”. 

Pasal 72  

(1) “Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemiludilarang: a. 

mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. 

melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta 

Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; 

e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau 

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota 

masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat 

peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat 

ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau 

atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan 

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye 

Pemilu”;  

(2) “Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu, 

peserta Kampanye Pemilu, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas 

gedung perwakilan pemerintah di luar negeri”;  

(3) “Petugas Kampanye Pemilu dilarang melakukan kegiatan Kampanye Pemilu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”;  

(4) “Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan 

Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim 

agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah 

Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. ketua, wakil ketua, 

dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi 

gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan 

usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai 

politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. Aparatur Sipil Negara; 

g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan k. 

warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”;  
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(5) “Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang ikut serta sebagai 

Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu”. 

Pasal 73  

“Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural, dan pejabat 

fungsional, kepala desa/lurah atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau 

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu”. 

Pasal 74  

(1) “Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara pejabat struktural dan pejabat 

fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang 

mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah 

masa Kampanye”;  

(2) “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, 

seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit 

kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”. 

Pasal 75  

“Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau 

memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu 

secara langsung atau tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. 

menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu 

sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Pasangan Calon tertentu; d. memilih Partai 

Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau e. memilih Calon Anggota DPD tertentu”. 

 

Demikian surat imbauan ini disampaikan.  Atas perhatian dan kerjasamanya, 

kami ucapkan terima kasih. 

 

Ketua, 

 

 

 

ANDRE AZKI 

 

 

 

 

Tembusan Yth: 

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia; 
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; 

3. Arsip 
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LAMPIRAN SURAT NOMOR: 092/PM.00.02/K.SB-12/12/2023 

DPC/DPD PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN TANAH DATAR 

NAMA PARTAI 

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

4. Partai Golongan Karya (Golkar) 

5. Partai Nasdem 

6. Partai Buruh  

7. Partai Gelora  

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 

10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 

11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) 

12. Partai Amanat Nasional (PAN) 

13. Partai Bulan Bintang (PBB) 

14. Partai Demokrat  

15. PSI 

16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 

17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

24. Partai Ummat 
 

 
 

 
 
 
 
  


